PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan
nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh
penyelenggara daerah;

b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang
bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi
yang bebas dari benturan kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Benturan kepentingan adalah situasi di mana setiap penyelenggara daerah di
Kabupaten Brebes memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi
terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas
keputusan dan/atau tindakannya.

3. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah,
dan semua pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

4. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil
Negara dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

5. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang,
barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, hiburan, cinderamata,
serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.

6. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh
penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan
darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat
mempengaruhi keputusan tertentu.

7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.

8. Perangkat Daerah/Unit Kerja/ Badan Usaha Milik Daerah adalah Perangkat
Daerah/Unit Kerja/ Badan Usaha Milik Daerah di Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pemahaman,

pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3
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Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab.Brebes



		2024-01-17T10:33:59+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




